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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Provns Bal merupakan Provns 
yang mengandalkan Pemasukan Asl 
Daerah (PAD) utama d dalam sektor 
parwsata. Persangan global membuat 
masyarakat lokal dan Pemerntah Daerah 
lebh aktf untuk melakukan pembenahan 
parwsata yang berbass budaya sesua 
dengan Kode Etk Parwsata Internasonal 
dmana pembangunan mula mengarah 
pada pembenahan d dalam nfrastruktur 
pendukung parwsata. Gerbang utama 
untuk wsatawan masuk ke Pulau Bal 
adalah melalu dua jalur yatu jalur laut dan 
jalur udara. Bandara Internasonal sebaga 
nfrastruktur jalur udara dan pelabuhan 
sebaga nfrastruktur jalur laut 
Pengembangan dan pembangunan 
parwsata Provns Bal antara pengembangan 
dan pembangunan parwsata Bal Utara 
dengan Bal Selatan memlk perbedaan 
atau ketimpangan yang cukup siginifikan. 
Bal Selatan mengalam perkembangan dan 
pembangunan yang lebh pesat dan sangat 
jauh dbandngkan dengan Bal Utara. 
Umumnya, wsatawan berkunjung ke sebuah 
daerah tujuan wsata memlk motvas 
yang berbeda-beda. Berbaga macam bentuk 
perjalanan parwsata dgunakan untuk dapat 
memenuh motvas wsatawan dalam melhat 
hal-hal yang baru d daerah tujuan wsata. 
Wsatawan yang tersebar berttk fokus bak 
dalam akomodas dan daerah tujuan wsata 
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yang terpusat d Bal Selatan. Sebaga 
bentuk pemecah gelombang wsatawan yang 
terfokus d Bal Selatan, Pemerntah Daerah 
Provns Bal sedang mengejar ketmpangan 
tersebut dengan pembangunan sarana 
nfrastruktur parwsata berupa Pelabuhan 
Parwsata. Sepert yang telah kta ketahu 
bahwa Indonesa merupakan negara martm, 
Indonesa memlk luas wlayah peraran 
lebh besar dbandngkan luas wlayah 
daratan dengan perbadngan 2/3 luas wlayah 
merupakan peraran dengan panjang gars 
panta sepanjang 81.000 km, maka dar tu 
efektifitas Pelabuhan dapat melengkapi 
penunjang parwsata secara keseluruhan.
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonom Indonesa 2011- 
2025 menetapan kordor ekonom Bal – Nusa 
Tenggara sebaga pntu gerbang parwsata 
nasonal. Pembangunan d sektor Parwsata 
merupakan plhan utama dar Pemerntah 
Pusat maupun Pemerntah Daerah dengan 
membuat kebjakan dalam pemerataan 
parwsata khususnya Pemerntah Provns 
Bal dalam pendstrbusan wsatawan 
antara Bal Utara dengan Bal Selatan. 
Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonom Indonesa adalah 
sebuah roadmap yang dsusun sebaga upaya 
untuk melakukan transformas ekonom 
untuk mendorong aktvtas perekonoman 
sekalgus mempercepat pertumbuhan 
ekonom untuk menngkatkan daya sang2. 
Parwsata menduduk perngkat no. 4 
setelah komodt perkebunan sepert ekspor 
kelapa sawt, ekspor karet dan komodt 
pertambangan mnyak dan batu bara yang 
merupakan penyumbang devsa tertngg d 
Indonesa sebelum tahun 2015. Persangan 
d dalam pasar global telah mencptakan 
adanya perubahan besar bag perkembangan 
perekonoman Indonesa, adanya persangan 
harga telah membuat jatuhnya harga jual 
komodt ekspor d Indonesa. Perstwa 
n menyebabkan pengambl alhan poss 
dmana parwsata muncul menjad komodt 
utama penyumbang devsa atau prmadona 
devsa terbesar d Indonesa. 
Pergerakan arus pemasukan devsa 
membuat Pemerntah Pusat menaruh 
perhatan khusus pada bdang parwsata. 
Pelabuhan Parwsata merupakan 
nfrastruktur pentng d dalam pendstrbus 
wisatawan yang efisien untuk negara 
martm sepert Indonesa yang berbentuk 
kepulauan. Indonesa memlk bentang 
alam yang sangat luas dan ndah dmana 
perjalanan pelayaran parwsata menjad 
sangat menark untuk dlakukan. Kedalaman 
laut sebuah pelayaran parwsata dealnya 
memlk kedalaman + 16 meter sedangkan 
Provns Bal hanya sebatas + 6 meter 
dengan dermaga untuk pelabuhan relatf 
pendek sehngga kapal – kapal pesar atau 
kapal – kapal berukuran besar tdak dapat 
berlabuh d peraran Indonesa khususnya d 
Provns Bal. 
Pemerataan pembangunan dalam 
sektor parwsata d Bal dapat dsebar 
dengan dbentutuknya pelabuhan– pelabuhan 
baru yang khusus dbangun untuk melayan 
transportas parwsata. Beberapa ttk 
tertentu d beberapa Kabupaten d Bal 
memlk potens yang cukup bak sebaga 
Pelabuhan Parwsata. Menurut stus online 
Republka, Kementran Perhubungan 
mengucurkan dana mencapa Rp.458 Mlar 
untuk pembangunan nfrastruktur pelabuhan 
2 PKPS Bappenas. 2011. Sustanng Partnershp (Meda 
Informas Kerjasama Pemerntah dan Swasta) Eds 
Khusus Konektvtas Nasonal. Infrastuktur Reform 
Sector Development Program (IRSDP), Jakarta.
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d Bal3. Adapun kanddat pelabuhan yang 
akan dbenah adalah :
1. Pelabuhan Tanah Ampo d Kabupaten 
Karangasem
2. Pelabuhan Gunaksa d Kabupaten 
Klungkung
3. Pelabuhan Benoa d Kota Denpasar
4. Pelabuhan Glmanuk d Kabupaten 
Jembrana
Pengembangan pelabuhan dan 
pemsahan pelabuhan yang khusus untuk 
parwsata dan bersandarnya kapal-kapal 
pesar atau kapal-kapal komersl lan yang 
membawa wsatawan dengan pelabuhan 
yang berttk fokus pada bongkar muat, 
perkanan atau pet kemas harus mula 
dperhtungkan dan drealsaskan untuk 
pemerataan perkembangan parwsata d 
Bal. 
1.2. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah 
yang telah durakan datas, maka dapat 
dtark sebuah permasalahan yatu kajan 
mengena bentuk kebjakan Pemerntah 
Daerah Provns Bal dalam pembangunan 
nfrastruktur Pelabuhan Parwsata sebaga 
daya dukung pendstrbusan wsatawan d 
dalam memajukan parwsata Bal.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam peneltan kebjakan 
Pemerntah Daerah Provns Bal dalam 
pembangunan nfrastruktur Pelabuhan 
Parwsata sebaga daya pendukung 
parwsata Provns Bal memlk dua tujuan 
umum dan tujuan khusus yatu :
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahu bagamana bentuk 
pengaturan hukum dan bentuk kebjakan 
pemerntah sesua dengan pembagan urusan 
antara Pemerntah Pusat dengan Pemerntah 
Daerah sesua dengan kewenangan 
yang dmlk Pemerntah Daerah dalam 
kewenangannya mengelola aset-aset daerah 
sesua dengan otonom dan asas desentralsas 
yang danut oleh sstem pemerntahan d 
Indonesa.
2. Tujuan Khusus
 Untuk mengetahu bagamana 
dampak dar bentuk kebjakan Pemerntah 
Daerah dalam menjalankan kewenangan 
sesua denga peraturan perundang-undangan 
dalam menngkatkan pertumbuhan dan 
perkembangan parwsata khususnya 
parwsata Provns Bal, menyembangkan 
antara pengembangan dan pembangunan 
parwsata Bal Utara dengan Bal Selatan. 
Hal n menjad hal utama dmana parwsata 
merupakan salah satu komodt utama 
Negara Kesatuan Republk Indonesa.
II. METODE PENELITIAN 
Peneltan mengena bentuk kebjakan 
Pemerntah Daerah Provns Bal dalam 
pembangunan nfrastruktur Pelabuhan 
Parwsata adalah menggunakan metode 
peneltan normatf, yatu menelt bagamana 
kebjakan pemerntah d dalam membuat suatu 
kebjakan bak berupa produk hukum atau 
kebjakan pemerntah lannya dalam upaya 
memecahkan permasalahan yang terjad. 
Peneltan n menggunakan pendekatan 
konseptual yatu agar dapat menganalss 
suatu permasalahan sesua dengan konsep 
kebjakan, dan dengan stud dokumen yatu 
menganalss suatu permasalahan dengan 
aturan yang berlaku sesua dengan peraturan 
3 Republka News. 2015. Empat Pelabuhan d Bal 
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perundang-undangan d dalam herark tata 
urutan perundang-undangan yang berlaku d 
Indonesa.
Peneltan n menggunakan bahan 
hukum yatu bahan hukum prmer dan bahan 
hukum sekunder. Bahan hukum prmer yang 
dgunakan adalah keseluruhan peraturan 
sesua herark tata urutan perundang-
undangan dmula dar Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republk Indonesa, 
Undang-Undang, Peraturan Pemerntah 
dan seterusnya yang berhubungan dengan 
peneltan n. Bahan hukum sekunder 
adalah pandangan-pandangan para sarjana 
mengena kebjakan pemerntah, data-data 
yang d dapat dar buku yang berhubungan 
dengan peneltan n serta kajan-kajan 
lan yang dapat dunduh melalu nternet. 
Bahan-bahan hukum maupun nformas 
penunjang yang dperoleh akan dolah 
dan danalss melalu langkah-langkah 
deskrps, nterpretas, konstruks, evaluas, 
argumentas dan stematsas4.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Tinjauan Umum Pelabuhan 
Pariwisata
Pelabuhan umumnya merupakan 
sebuah tempat untuk bersandar atau 
berlabuhnya kapal-kapal, aktvtas bongkar 
muat barang, nak turunnya penumpang, 
berbaga aktvtas lannya sepert bersfat 
olahraga atau wsata bahar dan merupakan 
tempat terbelakang yang dentk dengan 
pemukman serta nuansa kumuh dar 
masyarakat ekonom lemah. Ctra pelabuhan 
pada masa modern saat n khususnya 
bag daerah yang Pendapatan Asl Daerah 
(PAD) mengandalkan sektor parwsata 
mengalam perubahan, pelabuhan saat n 
menjad jantung kegatan awal dmulanya 
parwsata dan ttk awal bag wsatawan 
untuk mengenal budaya suatu daerah.
Pelabuhan datur secara jelas d 
dalam  Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 
tentang Pelayaran. Pelabuhan ada d bawah 
kementran Kementran Koordnator bdang 
Kemartman, dmana Kementran n 
membawah empat kementran yatu :
1. Kementran Perhubungan
2. Kementran Kelautan dan Perkanan
3. Kementran Parwsata
4. Kementran Energ dan Sumber Daya 
Mneral
Pada hrark peraturan perundang-
undangan d Indonesa, pelabuhan datur d 
dalam :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 
tentang Pelayaran
2. Peraturan Pemerntah No. 61 Tahun 
2009 tentang Kepelabuhan
3. Peraturan Menter Perhubungan 
No: PM 51 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
Pelabuhan Parwsata merupakan 
hal yang bersfat baru d Indonesa dan 
tdak semua Provns atau daerah memlk 
Pelabuhan Parwsata. Pelabuhan Parwsata 
berbeda dengan Pelabuhan Internasonal 
yang bersfat sebatas hanya sebaga tempat 
untuk nak dan turunnya penumpang tetap 
Pelabuhan Parwsata dkhususkan untuk 
kegatan keparwsataan termasuk sebaga 
tempat awal para wsatawan yang datang 
untuk melakukan aktifitas berwisata. Sebuah 
Pelabuhan Parwsata harus memperhatkan 
kadah-kadah tata ruang tradsonal yang 
4 Program Stud Magster Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana, Unverstas Udayana. 2008. Pedoman 
Penulisan Usulan Penelitian dan Penulisan tesis Ilmu 
Hukum. Program Pascasarjana Unverstas Udayana, 
Denpasar.hlm.13-15
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mengadops tata ruang wlayah suatu 
negara. Pengkhususan d dalam pembedaan 
Pelabuhan Parwsata dar pelabuhan pada 
umumnya adalah untuk membuat suatu profil 
baru atau wajah baru dan penctraan berbass 
budaya dar suatu daerah tujuan wsata.
Pelabuhan parwsata rata-rata 
dkunjung oleh beberapa moda transportas 
laut dantaranya :
1. Kapal Pesar (cruise line)
 Terdr dar mega cruise ship, small 
cruise ship (yacht), luxury cruise ship, 




Sfat moda transportas laut yang 
bersandar d Pelabuhan Parwsata memlk 
cr khusus yatu dgunakan untuk berwsata 
dan moda transportas tu bersfat menjelajah 
dengan berorentas pada sebuah perjalanan 
yang berpndah-pndah dar satu tempat ke 
tempat yang lan dalam waktu yang tdak 
lama (tdak pulang atau tdak menetap). 
Basanya perjalanan wsata akan dlakukan 
dalam waktu selama berbulan-bulan.
 Pelabuhan parwsata dapat 
dgolongkan menjad tga jens pelabuhan, 
yatu :
a. Port of call
Pelabuhan yang dgunakan untuk 
kapal pesar berlabuh untuk sementara 
atau beberapa saat, kapal pesar melakukan 
aktvtas menurunkan penumpang yang 
akan mengunjung suatu objek wsata dan 
kemudan wsatawan akan nak ke kapal 
untuk melanjutkan perjalanan kembal.
b. Turnaround port
Pelabuhan yang khusus melayan 
pelabuhan wsata dmana kapal pesar 
akan memula pelayaran dan kembal 
dar pelayarannya, dan terdapat aktvtas 
wsatawan untuk nak dan turun kapal. 
Basanya akan ada banyak yacht atau perahu 
berlayar yang menambatkan jangkarnya d 
ss-ss pelabuhan.
c. Home Port
Pelabuhan dmana kapal pesar 
memula dan mengakhr perjalanannya, 
perbedaannya adalah pelabuhan n 
dlengkap dengan fasltas docking untuk 
perbakan kapal.
Pelabuhan Parwsata memlk daya 
dukung dalam pengembangannya. Pelabuhan 
Parwsata tdak hanya sekedar berdr dan 
menunggu wsatawan untuk datang tetap 
Pelabuhan Parwsata Indonesa ddukung 
oleh rute-rute perjalanan wsata. Kementran 
Parwsata dan Ekonom Kreatf memlk dua 
rute dalam Indonesian Sailing Destination 
dar kategor kapal-kalap besar sampa 
kapal – kapal kecl yang akan mengellng 
Indonesa untuk tujuan berwsata. Menurut 
Agus Pryono, Drektur Industr Parwsata, 
Kementran Parwsata dan Ekonom 
Kreatf Republk Indonesa dalam Kongres 
Martm Indonesa d Yogyakarta pada 23-
24 September 2014, Indonesa merupakan 
jalur palayaran parwsata dar Darwn to 
Dl, Darwn to Ambon Race, Darwn to 
Saumlak, Darwn to Bal Race, Darwn to 
Kupang Rally, Sal Indonesa, dan Sngapore 
Straght Regatta.
3.2. Kewenangan Pemerintah Daerah 
Provinsi Bali dalam Merealisasikan 
Pelabuhan Pariwisata di Provinsi 
Bali
Suatu Provns akan mengkut arah 
kebjakan dar pemerntah daerah setempat 
yang kepala pemerntahannya dpegang 
oleh Gubernur, begtu juga untuk daerah 
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Berkut adalah rute Indonesia Sailing Destination untuk kapal-kapal kecl yang Gambar 1
(Sumber : Kementran Parwsata dan Ekonom Kreatf)
Berkut adalah rute Indonesia Sailing Destination untuk kapal pesar dan kapal-kapal besar 
yang dapat dlalu d Indonesa untuk berwsata
Gambar 2
(Sumber : Kementran Parwsata dan Ekonom Kreatf)
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kabupaten atau kota akan akan mengkut 
arah kebjakan pemerntah oleh pemerntah 
daerah setempat yang dkepala oleh Bupat 
atau Walkota. Setap daerah atau provns 
memlk kebjakan yang berbeda-beda dalam 
pengembangan parwsata sesua dengan 
budaya dan keadaan bentang alam daerah 
tersebut. Menurut Dye yang dkutp oleh 
Wnarno, kebjakan adalah sebaga plhan 
pemerntah untuk melakukan atau tdak 
melakukan sesuatu (whatever governments 
choose to do or not to do)5. 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerntah Daerah menganut 
asas desentralsas dengan pelaksanaan 
pembagan admnstras secara dekonsentras 
dan kewenangan secara delegas. Pemerntah 
5 Bud Wnarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan 
Publik. Meda Pressndo,Yogyakarta.
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Pusat sebaga pemegang kekuasaan tertngg 
negara dengan dkepala oleh Presden 
membawah kewenangan dalam pengaturan 
poltk luar neger, keamanan, yusts, 
moneter dan fiskal nasional, dan agama. 
Pemerntah Daerah Provns dan Kabupaten 
dberkan kewenangan delegas d dalam 
pengelolaan dan pengembangan parwsata 
tetap tetap dalam pengawasan Pemerntah 
Pusat dan bertanggungjawab secara penuh 
kepada Pemerntah Pusat. Pemerntah Daerah 
sebaga perpanjangan tangan Pemerntah 
Pusat yatu Pemerntah Daerah Provns Bal 
melalu Dnas Parwsata membaca tanda-
tanda atau peluang dar pengembangan 
Pelabuhan sebaga Pelabuhan Parwsata 
dalam memajukan Parwsata Bal. 
Parwsata saat n dapat dkatakan 
sebaga gaya hdup (life style) dan menjad 
aktvtas yang wajb bag masyarakat 
modern. Sesua dengan konsep kebjakan 
menurut Islamy, suatu kebjakan memlk 
tga elemen yatu6:
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin 
dcapa
2. Taktk atau strateg dar berbaga 
langkah untuk mencapa tujuan yang 
dngnkan
3. Penyedaan berbaga nput untuk 
memungknkan pelaksanaan secara 
nyata dar taktk atau strateg.
Kebjakan pembangunan Pelabuhan 
Parwsata memerlukan arah kebjakan dar 
Pemerntah Daerah untuk merealsaskan 
Pelabuhan Parwsata sebaga sebuah 
alternatf baru dalam promos destnas 
parwsata. Rencana pembangunan Pelabuhan 
Parwsata d Provns Bal berdasarkan :
1. Rencana Tata Ruang Wlayah Provns 
Bal
2. Rencana Tata Ruang Kabupaten
3. Tatanan Transportas Wlayah Provns 
Bal
PT. Pelndo merupakan Badan Usaha 
Mlk Negara yang memegang kewenangan 
pengelolaan Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan 
Tanah Ampo sedangkan Pemerntah Daerah 
hanya memlk kewenangan pada pengelolaan 
Pelabuhan Glmanuk d Kabupaten Jembrana 
dan Pelabuhan Gunaksa d Kabupaten 
Klungkung. Kewenangan PT. Pelndo yang 
dberkan oleh Peraturan Pemerntah No. 69 
Tahun 2001 tentang Kepelabuhan danggap 
menjad sebuah polemk yang menyebabkan 
adanya pertentangan terhadap Kewenangan 
Pemerntahan Daerah. Pelmpahan wewenang 
pelabuhan dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014 memberkan pelmpahan 
wewenang delegas dar Pemerntah Pusat 
kepada Pemerntah Daerah, dmana dalam 
kewenangan pelabuhan masuk ke dalam 
kewenangan kelautan yang menjad urusan 
plhan dar Pemerntah Daerah. 
PT Pelndo sebaga Badan Usaha Mlk 
Negara berpedoman pada asas lex specilais 
derogat legi generalis dmana dalam hal n 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerntah Daerah tdak mengatur secara 
rnc tentang Pelabuhan khususnya dalam 
pengelolaan dan pembangunan Pelabuhan 
Parwsata sedangkan Pemerntah Daerah 
asas lex superiori derogat legi inferiori 
dmana Peraturan Pemerntah tdak boleh 
bertentangan dengan Undang-Undang 
sesua dengan hrark peraturan perundang-
undangan. Konflik norma terjadi antara 
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dengan 
Peraturan Pemerntah No 69 Tahun 2001. 
6 Islamy, Irfan. 2007. Prnsp-prnsp Perumusan 
Kebjaksanaan Negara. Jakarta: Bum Aksara.hlm.17.
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Pelabuhan Parwsata merupakan suatu 
hal yang baru d dalam kategor pelabuhan 
dan suatu produk baru dalam pengembangan 
parwsata. Adanya perlakuan stmewa dalam 
pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan 
Parwsata dalam Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerntah 
No. 38 Tahun 2007 merupakan sebuah 
kewenangan delegas yang memberkan 
kewenangan kepada Pemerntah Daerah 
untuk dapat merealsaskan Pelabuhan 
Parwsata. Kewenangan pengelolaan dan 
pengembangan Pelabuhan Parwsata n 
harus datur lebh rnc lag d dalam sebuah 
produk hukum berupa peraturan perundang-
undangan agar Pelabuhan Parwsata dapat 
terealsaskan sebaga sebuah daya dukung 
baru pendstrbusan wsatawan untuk 
parwsata berkelanjutan.
3.3. Dampak Pelabuhan Pariwisata Bagi 
Perkembangan Pariwisata Provinsi 
Bali
Keparwsataan menurut Undang-
Undang No. 10 Tahun 2009 merupakan 
keseluruhan kegatan yang terkat dengan 
parwsata dan bersfat multdmens 
serta multdspln, parwsata merupakan 
kebutuhan setap orang dan negara serta 
nteraks antara wsatawan dan masyarakat 
setempat, sesama wsatawan, pemerntah, 
pemerntah daerah dan pengusaha. 
Pelabuhan parwsata merupakan salah satu 
pendukung pengembangan parwsata dalam 
pengembangan usaha jasa transportas 
parwsata yang bergerak dalam penyedaan 
angkutan khusus untuk kebutuhan dan 
kegatan parwsata. Bal merupakan salah 
satu tujuan dar pelayaran parwsata 
nternasonal, negara atau daerah. 
Pelabuhan Parwsata merupakan 
gateway dar Provns Bal, Pelabuhan 
parwsata dbangun untuk merangkul 
wsatawan asng sepert wsatawan asal Eropa 
dan Amerka memlk gaya berplesran 
dengan menggunakan Kapal Pesar (cruise 
line). Apabla pelabuhan parwsata dapat 
dkelola dengan bak dan berkelanjutan maka 
tdak menutup kemungknan Pelabuhan 
Parwsata juga akan menjad tujuan wsata.
Pembangunan destnas parwsata 
merupakan program utama drektorat 
jenderal pengembangan destnas parwsata 
dengan enam pokok kegatan yatu :
a. penngkatan perencanaan destnas dan 
nvertas parwsata
b. pengembangan daya tark wsata
c. pengembangan ndustr parwsata
d. pemberdayaan masyarakat d destnas 
wsata
e. pengembangan wsata mnat khusus, 
konvens, nsentf, dan even serta 
dukungan manajemen dan tugas tekns 
pengembangan destnas parwsata 
lannya
Pembangunan destnas parwsata n 
akan efektf apabla Provns Bal mampu 
secara sembang dan berkesnambungan 
Provns Bal mengusahakan adanya 
pemerataan dstrbus wsatawan dantara 
pengembangan dan pembangunan Bal 
Utara dan Bal Selatan. Adanya Pelabuhan 
Parwsata d empat ttk sentral Pulau 
Bal dapat membantu wsatawan lebh 
banyak menjangkau Bal Utara dan tdak 
terpusat d Bal Selatan. Rencana Pelabuhan 
Parwsata yatu d Pelabuhan Tanah Ampo 
d Kabupaten Karangasem akan membantu 
dstrbus wsatawan d areal Bal Tmur dan 
Bal Utara, Pelabuhan Gunaksa d Kabupaten 
Klungkung akan membantu dstrbus 
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wsatawan d Bal Tengah, Pelabuhan Benoa 
d Kota Denpasar akan membantu dstrbus 
wsatawan d Bal Selatan dan Pelabuhan 
Glmanuk d Kabupaten Jembrana akan 
membantu dstrbus wsatawan d Bal Barat 
dan Bal Utara.
Pelabuhan parwsata member dampak 
bak berupa dampak postf maupun dampak 
negatf d dalam parwsata yatu :
1. Dampak Postf
 a. Perkembangan Bal Utara akan 
menjad lebh menngkat dalam 
sektor parwsata.
 b. Pemerataan pembangunan d sektor 
parwsata dengan pembangunan 
parwsata yang berbass parwsata 
budaya.
 c. Pendstrbusan wstawan yang 
terorgansr dengan bak akan 
membuat PAD daerah Kabupaten 
atau Kota menjad bertambah.
 d. Destnas parwsata d Bal Utara 
akan semakn berkembang.
 e. Bal Utara akan menjad parwsata 
alternatf bag Parwsata Bal yang 
berttk fokus lebh banyak d Bal 
Selatan.
2. Dampak Negatf
 a. Kapan pesar akan mendatangkan 
wsatawan dalam jumlah banyak 
dan hanya berplesran dalam 
jangka waktu sebentar atau tdak 
menetap (mass tourism).
 b. Adanya dualsme pengelolaan d 
dalam PT. Pelndo dan Pemerntah 
Provns Bal apabla belum 
adanya Undang-Undang atau 
peraturan perundang-undangan 
yang mengatur sstem pengelolaan 
Pelabuhan Parwsata.
 c. Adanya lmbah-lmbah kapal yang 
dapat mencemar panta d sektar 
Pelabuhan Parwsata.
Mass tourism yang menjad ketakutan 
bag sebuah destnas parwsata dapat 
dtanggulang dengan adanya pemlahan 
wsatawan yang datang berkunjung. 
Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Keparwsataan telah mencakup pengaturan 
mengena parwsata secara general. 
Wsatawan yang datang walaupun dalam 
jumlah banyak haruslah mereka yang datang 
untuk tdak hanya sekedar berplesran tetap 
mereka yang akan tnggal dan berkontrbus 
banyak dalam daya tark wsata tersebut. 
Wsatawan kapal-kapal pesar dar Eropa dan 
Amerka merupakan wsatawan exclusve 
yang tdak akan sekedar datang lalu tdak 




Parwsata Bal merupakan sebuah 
aset yang bak bag kemajuan Pendapatan 
Asl Daerah Provns dan menjad salah satu 
penyumbang devsa terbesar sampa saat 
n. Adanya dualsme kewenangan antara 
Pemerntah Daerah Provns Bal dalam 
merealsaskan Pelabuhan Parwsata dan 
untuk pengelolaan Pelabuhan Parwsata 
dengan PT. Pelndo sebaga Badan Usaha 
Mlk Negara sebaga perwaklan Pemerntah 
Pusat dalam memelhara aset-aset negara 
membuat adanya konflik norma antara 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerntah Daerah dan Peraturan Pemerntah 
No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagan 
Urusan Pemerntahan antara Pemerntah, 
Pemerntah Daerah dan Pemerntah Daerah 
Kabupaten atau Kota dengan Peraturan 
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Pemerntah No. No. 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhan. Kewenangan delegas yang 
dpegang oleh Pemerntah Daerah dengan 
Pelabuhan Parwsata menjad urusan plhan 
dar Pemerntah Daerah menyebabkan 
adanya tark menark dengan PT. Pelndo 
untuk mengelola Pelabuhan Parwsata yang 
akan segera drealsaskan.
 Adanya dampak postf dan negatf 
d dalam pembanguan Pelabuhan Parwsata 
harus lebh dperhatkan dmana dampak 
postf utama d dalam pembangunan 
Pelabuhan Parwsata adalah menyasar 
adanya pembangunan Bal Utara yang saat 
n pertumbuhan parwsatanya mash sangat 
lemah serta penngkatan Pendapatan Asl 
Daerah d masng-masng Daerah Kabupaten 
atau Kota yang ada d Bal. Dampak negatf 
yang palng dtakut dar sebuah Pelabuhan 
Parwsata adalah adanya mass toursm d 
dalam pendstrbusan wsatawan. Mass 
tourism akan membawa dampak buruk 
dmana wsatawan yang datang hanya 
sekedar berkunjung dan tdak memberka 
feedback bag pemasukan daerah.
4.2. Saran
Pemerntah Pusat selaku pemegang 
kekuasaan tertngg d dalam suatu tatanan 
sstem pemerntahan antara Pemerntah 
Pusat dan Pemerntah Daerah, harus segera 
merancang regulas hukum berupa aturan 
yang bersfat khusus d dalam pengelolaan 
sebuah Pelabuhan Parwsata yang dmana 
Parwsata merupakan sebuah urusan plhan 
dar sebuah Daerah bak Daerah Provns dan 
Daerah Kabupaten atau Kota. Konflik norma 
dapat menyebabkan ketdaklancarannya 
sebuah project dar Pemerntah Daerah untuk 
dapat mengembangkan daerahnya sendr 
sesua dengan otonom daerah.
Adanya Analss Dampak Lngkungan 
atau AMDAL yang dapat memeberkan 
referens d dalam pembangunan Pelabuhan 
Parwsata. Kerusakan alam yang terjad 
bak tu d darat, laut maupun udara juga 
dapat mempengaruh parwsata tu sendr. 
Adanya empat ttk Pelabuhan Parwsata 
akan memberkan dampak bag peraran 
d Pulau Bal. Provns Bal juga memlk 
kendahan alam laut yang harus djaga 
sebaga wsata bahar unggulan d Indonesa 
sepert Amed dan Pemuteran.
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